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PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
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TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
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TAHUN 2010 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

bahwa berhubung dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014, 
maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2010 dengan menuangkannya dalam 
suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 
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15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 ; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 

18. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kata 
Mojokerto Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kata 
Mojokerto Tahun 2009-2014. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO 
TAHUN 2010. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto ; 

2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kata Mojokerto 
Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2014; 

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjut- 
nya disebut RENSTRA SKPD, adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ; 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2010 ; 
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6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung 
sejak tahun 2010. 

Pasal 2 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan 
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), menjadi pedoman 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata 
dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ), tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata 
Mojokerto berkewajiban menyusun RENJA-SKPD yang memuat 
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai 
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang 
disusun berpedoman pada RKPD Kata Mojokerto Tahun 2010. 

Pasal 5 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Kata 
Mojokerto Tahun 2009, Sadan Perencanaan Pembangunan Kata 
Mojokerto berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program. 
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Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 10 Agustus 2009 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

ASDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 10 Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

Ir. SUYITNO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19580101 198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 21/G 


